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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana 

Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2031 Pasal 65 Ayat (3) huruf f,  

“kepemilikan lahan yang berbatasan dengan pantai diwajibkan menyediakan ruang 

terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang garis pantai untuk jalan pantai”. 

Berdasarkan Pasal 65 Ayat (3) Huruf f, maka  bangunan permanen di sempadan 

pantai berkewajiban menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter 

sepanjang garis pantai untuk jalan pantai. Pasal 82 Ayat (1) hurf b Angka 2, 

perizinan yang telah terbit sesuai dengan prosedur hukum namun tidak sesuai 

dengan RDTRK Kota Kupang, izin tersebut hanya berlaku hingga habis masa 

berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapakan rekayasa teknis 

sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTRK Kota Kupang, namun sejauh ini 

hanya sebagian bangunan permanen di sempadan pantai yang dilakukan 

penyesuaian dengan menerapakan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan 

dalam RDTRK. Ayat (1) hurf b Angka 3, Perizinan yang telah terbit sesuai dengan 

prosedur hukum, akan tetapi tidak sesuai dengan RDTRK Kota Kupang berlaku, 

untuk yang telah ada bangunan permanen dan tidak dimungkinkan untuk 

menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTRK Kota 

Kupang, maka izin dapat dibatalkan dan kerugian yang timbul akibat pembatalan 

izin tersebut dapat diberikan ganti rugi yang layak. Akan tetapi sejauh ini hanya 
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sebagian bangunan permanen di sempadan pantai Kota Kupang telah menerapkan 

rekayasa teknis,  yang mana terdapat bangunan permanen di sempadan pantai yang 

memberikan ruang tebuka publik untuk jalan pantai, yang pada awalnya tidak ada 

ruang terbuka publik untuk jalan pantai, Pasal 82 Ayat (1) hurf b Angka 2, 

perizinan yang telah terbit sesuai dengan prosedur hukum namun tidak sesuai 

dengan RDTRK Kota Kupang, izin tersebut hanya berlaku hingga habis masa 

berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapakan rekayasa teknis 

sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTRK Kota Kupang,  

Ada juga sanksi yang diberikan pada pelanggar tercantum dalam Pasal 84 

yakni sanksi adminstratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara 

kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum,penutupan lokasi, pencabutan 

izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau 

denda administrasi. 

Teori Kepastian Hukum memberikan penegasan bahwa tugas hukum itu 

menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan 

kemasyarakatan. Dalam kaitan dengan tulisan ini, peraturan perundang-undangan 

sebagai payung hukum seharusnya dapat memberikan penegasan terhadap 

bangunan permanen di sempadan pantai sehingga dapat memberikan kepastian 

hukum bagi masyarakat. Yang dikatakan Sudikno Mertukusumo ialah sebuah 

jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian 

Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-
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undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga 

aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian 

bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. 

5.2. Saran 

Pemerintah Kota Kupang harus lebih tegas lagi dalam melaksanakan 

penegakan hukum terkait dengan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai 

Kota Kupang sesuai dengan Peraturan daerah Kota Kupang Nomor 9 tahun 2012 

Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2031 Pasal 65 Ayat 

(3) huruf f “kepemilikan lahan yang berbatasan dengan pantai diwajibkan 

menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang garis pantai 

untuk jalan pantai”, seperti memberikan penertiban, teguran, peringatan, dan yang 

terakhir sanksi pidana baik pidana penjara maupun ganti rugi, dan Pasal 82 Ayat 

(1) hurf c, Perizinan yang telah terbit tidak sesuai prosedur hukum dan tidak sesuai 

dengan RDTRK Kota Kupang dicabut dan dilakukan revitalisasi lokasi sesuai 

dengan peruntukannya, serta memberikan sanksi terhadap pelanggar sesuai dengan 

Pasal 84 yakni sanksi adminstratif berupa peringatan tertulis, penghentian 

sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum,penutupan lokasi, 

pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi 

ruang, dan/atau denda administrasi. 

Hendaknya masyarakat menyadari bahwa mendirikan bangunan di wilayah 

sempadan pantai dengan jarak kurang dari 3 (tiga) meter merupakan hal yang 
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berbahaya karena di khawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya abrasi yaitu 

pengikisan pantai yang bersifat merusak, dan masyarakat perlu mengetahui bahwa 

mendirikan bangunan di tanah negara atau tanah yang bukan haknya adalah 

perbuatan yang melanggar aturan. 
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